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PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA

NOMOR : 3 TAHUN 2007
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA 
NOMOR 9 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI IZIN PENGUSAHAAN 
ANGKUTAN UMUM DENGAN KENDARAAN BERMOTOR 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TORAJA,

Menimbang 
:
a.
bahwa untuk ketertiban kendaraan angkutan umum bermotor yang dioperasikn di wilayah Kabupaten Tana Toraja oleh pengusaha yang jenis dan bentuk usahanya beraneka ragam maka perlu adanya peningkatan pelayanan Retribusi dalam menunjang kelancaran pemerintahan dan Pembangunan; 

b. bahwa untuk meningkatkan pendapatan asli Daerah dalam usaha menunjang penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan pembinaan  kemasyarakatan maka terhadap pengusaha angkutan umum  kendaraan bermotor dimaksud huruf a diwajibkan untuk memberikan kontribusi berupa retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah .

c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 9 Tahun 2003 tentang Retribusi Kendaraan Bermotor.
Mengingat
:

1.
Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi  ( Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822 ) ;

2. Undang-undang Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2104 );

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;

4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ( Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480 ) ;

5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048 ) ;

6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara  Negara  yang  Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851 ), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4250 );

7. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168); 
8. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
9. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004  tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia                 Nomor 4437 );
10. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah              ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438 ) ;
11. Peraturan Pemerintan Nomor 22 Tahun 1999 tentang Penyerahan sebagian urusan Pemerintahan dalam bidang lalu lintas dan angkutan jalan Kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 26 Tambahan Lembaran Negara  Nomor 3410);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkatan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai  Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952  );

14. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan orang di Jalan dengan Kendaraan Umum Jo. Keputusan Menteri Perhubungan No. KM. 15 Tahun 1996, Penyempurnaan Surat Keputusan Menteri Penyelenggaraan Angkutan orang di Jalan dengan Kendaraan Umum ;

15 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 1996 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Perhubungan No. KM. 68 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan orang di Jalan dengan Kendaraan Umum ;

16 Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tana Toraja.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

 KABUPATEN TANA TORAJA
dan

BUPATI TANA TORAJA
MEMUTUSKAN :

Menetapkan 
:
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA NOMOR 9 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI IZIN PENGUSAHAAN ANGKUTAN DENGAN KENDARAAN UMUM  BERMOTOR.
Pasal  I


Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 9 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Pengusahaan Angkutan dengan Kendaraan Umum Bermotor Dalam Kabupaten Tana Toraja Lembaran daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2003 Nomor  10 diubah sebagai berikut :


1. 
Pasal 8 ayat (1) bagian a dan b diubah dan berbunyi sebagai berikut :

Pasal  8


(1)a. Izin Usaha Angkutan Umum kendaraan bermotor bagi pemilik/penguasa kendaraan di kenakan retribusi sebabai berikut :
- 1 s/d 5 kendaraan


Rp. 1.250.000,-
- 6 s/d 20 kendaraan


Rp. 1.500.000,-

- 21 keatas



Rp. 3.000.000,-

b. Izin Trayek/Izin Operasional :

	Jenis Angkutan
	Kapasitas Tempat Duduk
	Tarif

	Mobil penumpang

Mobil Bus

Mobil Barang

Mobil Barang

Mobil Barang Khusus
	8 orang kebawah

9 s/d 18 orang

MST 2,5 Ton ke bawah

MST 2,5 Ton s/d 3,5 ton

-
	Rp.  120.000,-

Rp.  150.000,-

Rp.  150.000,-

Rp.  200.000,-

Rp. 225.000,-




c.
Bagi Kendaraan yang izin Trayeknya dikeluarkan oleh Propinsi sebelum diterbitkan Izin Trayeknya maka diwajibkan mengambil rekomendasi dari Pemerintah Kabupaten Tana Toraja  dengan biaya      Rp 50.000,- tiap Unit Kendaraan.
2. Pasal 26 ayat (1) diubah dan berbunyi sebagai berikut :
Pasal 26

(1) Wajib  Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya dan/atau merugikan keuangan daerah dikenakan denda empat kali jumlah Retribusi yang terutang dan apabila yang bersangkutan tidakmengindahkan akan dikenakan Pidana kurungan sekurang-kurangnya 3(tiga) bulan
Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .




 
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja .


    



Ditetapkan  di Makale.








pada tanggal    17 Januari 2007






















BUPATI TANA  TORAJA








             

    J. A. SITURU, SH.

Diundangkan di Makale

pada tanggal    

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA,

Drs. Y. S. DALIPANG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN         NOMOR          

